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BABIV 


PENUTUP 


1. 	Kesimpulan 

a) 	 PT. Pelni dengan serikat pekerjanya membuat Perjanjian Kerja Bersama 

(PKB) yang berisi mengenai syarat-syarat perjanjian kerja antara PT. Pelni 

dan pekerja Peratw'an mengenai jam kerja tercantum didalam PKB tersebut 

pada Bah 6. pasal21. Ketentuannya mengacu pada UU No. 13 tahun 2003. 

yaitu 8 (delapan) jam satu hari kerja dan empat puluh jam untuk satu minggu, 

dalam enam hari kerja Bagi pekerja laut ada aturan tambahan mengenai jam-

jam jaga yang telah tercantum dalam Bah n skripsi ini. Jam jaga bagi ABK 

diatur dalam Peratw'an Dinas Awak Kapal (PDAK). Tetapi pada prinsipnya. 

sarna dengan jam kerja pekerja pada umumnya seseuai dengan UU No. 13 

tahun 2003. Bukan berarti setelah melakukan jam jaga-nya. mereka bebas 

tugas. mereka tetap harus stand by dalam kapal dan melaksanakan tugas 

bingga memenuhi ketentuan jam kerja tersebut. 

b) Peraturan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada PT. Pelni juga 

ter<iapat dalam PKB yang mereka buat bersama dengan serikat pekerja PT. 

Pelni. yaitu dalam Bah XV. pasal 80. Dalam ketentuan yang ada dalam PKB 

tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam PHK mereka mengacu pada 

peratw'an KUH Dagang, BW. UU No. 13 tahun 2003 dan 

KeplMen.No.lS0IMenl2000. Dapat disimpulkan pada PHK pada perjanjian 

kerja laut dapat dibagi menjadi 4 (empat) macam yaitu : PHK dari pihak 
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pengusaha, PHK. dari pihak pekerja, PHK demi hukum. dan PHK oleh 

pengadilan. Pada PT. Pelni Surabaya tidak pemah terjadi PHK secara tidak 

prosedural. PHK yang terjadi selama ini sesuai dengan prosedur yang ~rlaku, 

jika di kemudian hari terjadi PHK yang demikian, maka ketentuan yang 

digunakan adalah ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU No. 13 tabun 

2003 dan Kep.Men.No.150IMenl2000. 

2. SaraD 

a) Mengingat minimnya ketentuan hukum di Indonesia yang mengatur mengenai 

perjanjian kerja laut dan peraturan-peraturan yang ber:kaitan dengan syarat

syarat perjanjian kerja laut tersebut, tidaldah berlebiban jika Pemerintab 

hendaknya membuat suatu peraturan khusus mengenai perjanjian kerja laut. 

Misalnya mengenai jam kerja bagi pekerja laut, dalam undang-undang 

ketenagakerjaan yaitu UU No. 13 tabun 2003 mengenai jam kerja disebutkan 

bahwa ketentuan yang ada dalam UU tersebut tidak berlaku bagi pekerjaan di 

laut Begitu juga dalam KUH Dagang sebagai acuan pokok perjanjian kerja 

laut, ketentuan jam kerja juga tidak diatur. Hal ini bertujuan untuk 

memberikan jaminan dan perlindungan hukum yang kuat untuk para pihak 

dalam peJjanjian keJja laut, yaitu pengusaha kapa.l dan pekeJja laut 

b) Peraturan mengenai PHI( yang terdapat dalam PKB PT. Pelni dengan serikat 

pekerjanya telah mengacu dan menyesuaikan dengan peraturan perundang

undangan yang berlaku. Hal ini sudah cukup bagus dan sebaiknya 

dipertabankan Sebingga dapat dijadikan contoh bagi perusahaan-perusabaan 

pelayanm lain yang ada di Indonesia. 
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